BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan

Nasabah telah mengalami kerugian karena salah transfer dimana si
Penerima tidak kooperatif dalam arti si Penerima tidak mau mengembalikan
sejumlah nominal salah Transfer Dana dan karena keterbatasan wewenang
bank, bank tidak dapat leluasa mengembalikan maupun membuka rahasia
identitas Penerima Transfer Dana. Bank membutuhkan penetapan
pengadilan guna untuk melakukan pembatalan Transfer Dana maupun
pengembalian dana yang terjadi karena kesalahan transfer. Berdasarkan
hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan, maka dapat
disimpulkan bahwa dalam hal Pengirim Asal salah mencantumkan
informasi Penerima pada perintah Transfer Dana. Bank tidak bertanggung
jawab terhadap kesalahan tersebut, hal tersebut dikarenakan Bank sebagai
Peneyelenggara Asal maupun Penyelenggara Penerima Akhir dalam kasus
posisi, Bank BCA tidak bertanggung jawab karena telah mengikuti perintah
Transfer Dana, selain itu bank juga tidak dapat memberikan informasi
nasabah penyimpan lainnya kepada pihak lain sesuai dengan prinsip
kerahasiaan bank. Bank dapat menyambungkan nasabah penyimpan sebagai
Pengirim Asal yang salah mencantumkan informasi Penerima dalam
Perintah Transfer Dana. Prospek pengembalian dana salah transfer atau
upaya penyelesaian yang dapat dilakukan jika Penerima tidak ada itikad

baik adalah bank membutuhkan putusan pengadilan berupa permohonan
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pembatalan transfer maupun gugatan yang dimana kesalahan transfer itu
terbukti. Maka, prospek pengembalian dana salah transfer dapat dilakukan
berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011
Tentang Transfer Dana, dan kemudian untuk penerima yang tidak ada itikad
baik bisa di pidana berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2011 tentang Transfer Dana.

. Saran

Nasabah dalam melakukan transaksi dalam melakukan Transfer
Dana dengan lebih hati-hati dan teliti dalam mengisi informasi mengenai
Transfer Dana dalam perintah Transfer Dana, sehingga tidak ada terjadi
kelalaian yang menyebabkan kerugian, juga dimohonkan kedepannya
adanya undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan bank secara
langsung dalam pengembalian Transfer Dana dengan cara yang sistemmatis
dan jelas sehingga tidak ada kesulitan dalam upaya pengembalian dana salah
transfer, dan juga diharapkan kepada Penerima dana salah transfer dapat
melakukan pengembalian dana dengan memperhatikan nilai sosial dan
memiliki itikad baik untuk mengembalikan dana yang didapatkan yang

bukan haknya.
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